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Maraknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di indonesia   cukup menjadi 

sorotan publik beberapa tahun  terakhir. selama kuartal III pada tahun 2022 yang 

tercatat hingga 13 September 2022  menurut data perusahaan keamanan 

siber Surfshark, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah 

kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Salah satu kasus yang terjadi adalah  

tersebar data pribadi anak yang bersumber dari database Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia pada tanggal 13 oktober 2021 di situs Raidforums  hal ini tentunya semakin 

meningkatkan urgensi adanya  payung hukum untuk perlindungan data pribadi di 

Indonesia, akhirnya pada  hari Selasa Tanggal 20 November 2022 Undang-Undang 

No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan dan 

diundangkan pada Tanggal 17 oktober 2022. Dalam peraturan ini  terdapat 2 pasal 

yang khusus mengatur perihal “data  anak” yaitu pada pasal 4 ayat 2 yang 

mengklasifikasikan data anak sebagai data yang bersifat spesifik dan pasal 25 ayat  

ayat 1 dan 2  yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan 

secara khusus dan  wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan /atau wali 

anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Selanjutnya tidak ditemukan penjelasan 

lanjutan mengenai perihal data anak dalam ketentuan dalam Undang-Undang No 27 

Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan pasal  75  peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi  dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan  Undang-Undang No 27 

Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif (legal research) dan 

memiliki sifat preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma norma hukum. 

Bertipe hukum normatif yang mana mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai 

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam 

berperilaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan 

(statute approach) yang perlu memahami hierarki dalam peraturan perundang-

undangan dan juga menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) 

yaitu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain 

dalam suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dalam penelitian ini 

terhadap isu hukum berupa Kekosongan Hukum (rechtsvacuum). 

Pengaturan terkait perihal data pribadi di indonesia sebelumnya tersebar di beberapa 

peraturan beberapa diantaranya adalah :  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
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1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2019 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrsi 

Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 

2OI3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  No 20 Tahun 

2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik,Peraturan 

Pemerintah No 71 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik. Dari peraturan yang telah dirangkum terdapat   1 peraturan yang   kurang 

lebih menyebutkan hal yang sama dengan pasal 25 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 

27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu pasal 37 ayat 1 Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika  No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data 

Pribadi Dalam Sistem Elektronik yaitu menyatakan jika seseorang termasuk dalam 

kategori anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka 

pemberian persetujuan mengenai hal yang berkaitan dengan data pribadi anak 

tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali. Selebihnya tidak ditemukan peraturan 

yang mengatur penjelasan maupun batasan lebih lanjut mengenai “data anak” dalam 

teks perundang-undangan di indonesia. Berdasarkan   pendapat Simanjuntak Menurut 

Simanjuntak terdapat 4 unsur perlindungan hukum. Yaitu :1.   Adanya perlindungan 

dari pemerintah terhadap warganya. 2.   Jaminan kepastian hukum.3.   Berkaitan 

dengan hak-hak warga negaranya.4.   Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang 

melanggarnya. Jika unsur tersebut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat 

dikatakan sebagai perlindungan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa    

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi belum 

memenuhi perlindungan hukum terhadap anak karena unsur jaminan kepastian 

hukum, dimana frasa “data anak” tidak terdpat pengaturan mengenai penjelasan 

maupun batasan yang jelas yang mana dapat berakibat pada Kekosongan Hukum 

(rechtsvacuum) yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian hukum.   

Selanjutnya penulis mencoba membandingkan  Undang-Undang No 27 Tahun 2022 

Tentang Pelindungan Data Pribadi dengan GDPR yang telah menjadi Meta Norma 

bagi negara-negara di dunia untuk menerapkan aturan yang serupa dan telah terbukti 

di dunia internasional, dengan menggunakan metode perbandingan hukum 

(comparative approach). Dapat disimpulkan terdapat beberapa pasal yang dapat 

ditransplantasi kedalam hukum nasional yaitu  Article 8 (1) GDPR yang mengatur 

batas usia anak, Article 8 (2) mewajibkan Pengontrol data untuk melakukan upaya 

yang wajar untuk mengonfirmasi bahwa pemilik data sudah cukup umur untuk 

memberikan persetujuan. Jika diketahui bahwa pemilik data adalah seorang anak 

(belum cukup umur), maka pengontrol data harus melakukan upaya yang wajar untuk 



 

x  

memverifikasi bahwa izin diberikan oleh pemilik hak asuh atas anak.  whereas 58 

dan Article 7 (2)  yang berupa penekanan dan pengkhususan atas hak anak  untuk 

diberi tahu tentang bagaimana data mereka digunakan dan hak-hak apa yang mereka 

miliki terkait data mereka. Pemberitahuan ini harus disampaikan kepada anak dengan 

bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usianya  Article 17 GDPR yang 

menekankan pentingnya right to erasure dan (whereas 71) GDPR menyatakan bahwa 

keputusan yang semata-mata otomatis  yang dapat mengakibatkan akibat hukum 

tidak boleh dibuat dengan menggunakan data anak. 
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ABSTRAK 

Dengan disahkannya Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data 

Pribadi yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 Indonesia akhirnya telah 

memilik Payung hukum atas Perlindungan data pribadi, anak merupakan individu 

yang dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus 

atasnya dalam undang-undang ini diatur perihal mengenai data anak dalam pasal 4 

ayat 2 huruf e yang mengklasifikasikan “data anak” sebagai data yang bersifat spesifik 

Selebihnya tidak ditemukan peraturan yang mengatur penjelasan maupun batasan 

lebih lanjut mengenai “data anak” dalam teks perundang-undangan di indonesia. Oleh 

karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perihal 

perlindungan terhadap data pribadi anak di indonesia dan perbandingannya dengan 

GDPR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) dengan 

tipe penelitian yang terfokus mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 

kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam berperilaku. 

pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan 

(comparative approach). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, 

Dapat dikatakan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data 

Pribadi belum memenuhi unsur kepastian hukum dalam Perlindungan Hukum 

Terhadap anak. Kedua, Dalam GDPR terdapat beberapa Article yang dapat 

ditransplantasikan kedalam hukum nasional yaitu Article 8 (1) dan (2) serta Article 17 

dan whereas 65 untuk lebih mengakomodir perlindungan hukum terhadap data pribadi 

khususnya untuk anak di indonesia. 

 

Kata kunci (keyword): Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Data Anak, Privacy 
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